
79 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 199~ teutang Pedoman 
· Um urn Pengaturan mengeuai Pengaturan Kelurahan. 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedornan 
Umum Pengaturan Mengenai Dcsa, 

5. Peraruran Menteri Dalam Negeri No rnor 4 Tahun 1999 teritang Pencabutan 
Beberapa Peraruran Menteri Dahm Negeri, Keputusan Menteri Dalam 
Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri merigcnai Pelaksanaan Undang­ 
undang Nomor 5 Tahun 1979 teutang Pernerintahan Desa; . : 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999j tentang Petunjuk 
pelaksanaan clan Penyesuaian Peristilahan Dalam i Penyelenggaraan 
Pernerintahan Desa clan Kelurahan; I '. 

Mengingat 

Menimbang a bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang merniliki kewenangan 
untuk rnengatur clan rnengurus kepentingan masyarakat seternpat, dalam 

I pelaksanann tugasnya memerlukan adanya sumber P.t::ndar,~fm dan kekayaan 
Dern· · · 

' I 
I 
I 

b. bahwa suhubungan dengan Im! tersebut dan sebagai pelaksanaau pasal 57 , 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 6'1 Tuhun 1999 tentang Pedornan 
Umum Perigaturan Desa, dipandang perlu menetapkan s11lnber pendapatan , 
dan kekayaan Desa dengan suaru Peraruran Daerah. I · 

1. Undang-undang Nornor 12 Tuhun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten I 

Daerah Tingkat II Toba Sarnosir dan Kabupaten Daerah Tingkat IT 
Mandailing Natal (Lernbaran Negara Tahun 1998 Nornor'. 188, Tambahan , 
Lernbaran Negara Nomor 379,1 ); : · i 

I I 
I. I 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

I I 

(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, T,ambalrnn1 Lembaran Negara 
Nornor 3839); I 

I . 
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 teutang ~~rin~ba)1gan, Keuangan 

Antara Perner intah Pusar dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3848); 1 • 

I 

4. Keputusan Presiden Nornor ,14 Tahun 1999 tentang '[ek~1is Penyusunan 
Peraruran Perundang-undangan dau Be ntuk Raucangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pernerinlah clan Rancangan Keputusan Presiden; 

BUPATI TOBA SAMOSm. 

DEN GAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

. I 
I 

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, 

TENT ANO 

NOMOR: 11 TAHUN 2000 

PER.ATURAN DAERAH KABUPATE"'N TOBA SAMDSIR 

·, 



eo 

I. 

k. 

J. 

I. 

h. 

s 
f. 

e. 

b. 
c. 
d. 

Pernerintah Da.erah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daeruh Otonorn yang lain i 
sebagai Badan Eksekutif'Daerah; 1 

Bupati adalah Bupati Toba Sarncsir; 
Kabupaten adalah Kahupaten Toba Samosir ! , I I 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD arlalah Dewan Perwakilan I 

Rakyat Daerah Kabupate n Toba Sarnosir; . ; , . 
Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang rnemiliki kewenangan ' untuk mengatur dan 
me ngurus kepentingan masyarakat sete mpat berdasarkan asal-us ul dan adat istiadar 
setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional clan berada di Daerah 
Kabupateu; 
Surnber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Ash Desa, Pendaparan yang berasal dari 
Pernberian Pernerintah dan Pe merintah Daerah sorta lain-lain pendapulan yang sah; 
Kekayaan Desa adalah se gala ke kayaan dau surnber penghasilan bagi Desa yang 
bersangkutan; 
Swadaya masyarakar adalah kernampuan da.ri suatu kelcuipok masyarakat dengan : 
kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan jangka pendek · 
maupun jangka panjang yang dirasakan dalarn kelcrnpok masyarakal itu; : 
Gotong royong adalah be ntuk kerja sama yang spent II dan suduh _ mclembaga serta 
mengandung unsur-unsur tirnbal balik yang bersifur suka re la antara Varga Desa dan atau 
Warga Desa dengan Pemerintnh Desa untuk mernenuhi kebutuhan yn 1g insidentil maupun 
yang berkesinarnbungan dalarn raugka rne ningkalkan kesejahreraan bersarna baik materil 
maupuu spritual; · · 
Badan Perwakilan Desa y,rng selanjutuya disebut Bl)D adalah Badan Perwakilan yang 
terdiri alas pemuka-pernuka rnasyarakur di Desu ynng berfungsi mengayorni adat istiadar, 
membuat Peraturan Desa, iuenampung dun rnenyalurkan aspirusi masyarakat serta 
melakukan pengawasan terharlap penyelenggaruan Pemerintahan Desa; 
Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan o le h BPD terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan Pernerintahan Desa; 
Peraruran Desa adalah seruua Peraturan yang ditetapkun oleh Kepaia Desa setelah 
dirnusyawarahkan dengan pernuka-pemuka masyarakat dan nrendapat' persetujuan dari 
BPD; 

a 

Dalam Peraturan Daerah ini 'yang dimaksud de ngan: 

Pasal 1 

I 
PERATURAN DAERJ-\H KABUPATEN TOBA SAMqsm TENTANG 
SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DErA. 

I 

. BAB I i 
I 

KETENTUAN UMUM I 

Me ne tap kan 

I\1EMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENTOBA SAMOSIR 

Dengan persetujuan 

- 2 . 
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Pasal 4 t 
l 

mber pendapatan dan kekayaan Desa diurns oleh Pernerintah Desa clan! dirnanfaatkan 
enuhnya untuk kepentingan Pe nyelenggaraan Pernerintahan dan Pernbangunan di Desa. 

I 
I 

Pengurusan dan Pe ngawasan 

Bagian Kedun 

Kekayaan Desa sebagai mana di rnaksud dalarn pasal 2 ayat ( 1) dapat berupa: 
l Tanah Kus Desa; · 
b. Pasar Desa; 
i. Bangunan Desa; 
i Objek Rekreasi yang diurus cleh Desa; 
' Pernandian Umum yang di urns ole h Desa; 

Hutan Desa; 
Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa; 
Ternpat-tempat pernancirigan di surigai; 
Pelelangan ikan yang dikelola cleh Desa; 
JaJan Desa; 

.. Lain-lain kekayaan mi!ik Desa. 

Pa:;al J 

(2) Sumber Pendaparan Desa y:rng telah dimiliki dan dikelola uleh Desa tidak dibenarkan 
diambil aJih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten, 

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pe merintah Prcpinsi; 
d, Surnbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikai; 
e. Pinjaman Desa. 

tans diterirna oleh 
' i 

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi: 
1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; 
2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat clan daerah 

Pernerintah Kabupaten; 

a. Pendapatan Asli Desa dapat berupa : 
1) Has ii Usaha Desa; 
2) Hasil Kekayaan Desa; 
3) Hasil Swadaya dan Partisipasi; 
4) Hasil Gotong Royong, dan 
5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah; 

(1) Sumber Pendapatan Desa meliputi : 

Pasal 2 

Surnber Pendapatan dan Kekayaan Dcsa 

Bagian Pertarna 

SUMBER PEN""DAPATAN DAN KEKA YAAN DESA, 

BAB 11 

1, 

I 
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2) Pengesahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
Bupati setelah Desa yang bcrsangkuinn memperoleh: 
a Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan; 
b. Penggantiai:i herupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai. 

(1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, pengangonun clan ta11al,1 pekuburtu; sertu 
yang lainnya, yang dikuasai cleh Desa dan merupnkun kekayuan Des4, <)itw·m1g 1111t11k • 

dilimpahkan kepihak lain, kecuali diperlukan untuk k~~pe11ti11g,11I proyck-proyek 
pernbangunan yang ditetapkan de ngan Keputusan Kepala Desa. . , , 

r- I 

Pasal 10 

Pengawasa11 terhadap peuggunaan dan pengurusan sumbcr-sumber pendapatan. dan kekayaan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 clan 3 dilakukan cleh Bupati ulau pejabat lain yang 
ditunjuk olehnya. ; 

Pasal 9 

(1) Sumber pendaparan daerah yang berada di Desa. baik pajak maupun retribusi yang sudah 
dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pernerintah 
Des a. 

(2) Sumber pendaparan dn;rah sebugaimana dimaksud dalarn ayat (1) barns dlberikan kepada 
Desa yru1g bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil rang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati ,setelc1h meudapat persetuj uan DPRD. I 

I 

Pasal 8 · 

(2) Anggaran Desa sebag~mana dimaksud dalarn ayat (1) diatur dengan Peraruran Desa 

I 

{l) Perencanaan penggunaan penghasilan dari surnber-suuiber pendapatau Desa sebagairnaua 
dimaksud dalarn pasal 2 dun pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Desa, 

Pasal 7 

(2) Pinjaman Desa sebagairnana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf "e" diatur · dengan 
Peraturan Daerah, 

(1) Sumbangan Pihak ketiga sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 2 .ayat (1). huruf "d" diatur · 
dengan Peraturan Daerah. ' 

Pasal 6 

.. (2) Keputusan Kepala Desa sebagai dirnaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat 
pengesahan dari Bupati. 

(1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan 1(esa .aebageimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) huruf "a" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa • 
kecuali huruf "b dan c'' ditetapkan dengan Peruturan Daerah Kahupateu. 1 

• 

Pasal 5 

I• - 4 - 
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... 

Hal-ha! yang belurn diatur dalarn Peraturan Daerah ini akan diatur ke mudian dengau Kepntusan 
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya 

I. 
Pasal 14 

Dengan berlakunya Pernturan Daerah ini, maka segala ketentuan-keteutuan lain yang menga.tur; 
mengeuai Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, yang bertentangan denlga1l Peraturan Daerah, 
ini dinyatakan t.idak berlaku lagi, ' 

Pasal 13 

YJ~TENTU AN PEN UTUP 

BAB VII 

Pasal 12 
• 

(1) Sumber Pendaparan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diurus 
clan merupakan sumber pendapatan bagi Pernerintah Daerah berkewajibun memberikan 
sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya 
ditentukan dengan Keputusan Bupati. I 

I 
(2) Sumber Pendapatnn Asli Desa yrn1g sebelum Peraturan Daerah i11i diurus dan merupakan 

sumber pendapatan Des a, Pe merintnh Daernh herkewaj ibnn utuk membantu 
mengembangkannya agar dapat mernberikan hasil yang sebesar-l>csarny:1.j 

KETENTU AN PERALIHAN 

BAD III 

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa Tarrah Kas Desa dan yang sejenis, yang selarna ini 
merupakan sumber penghasilan inngsung bagi Kcpala Desa dun perangkatuya, ditetapkan 
menjadi surnber Pendapatan Desa yang pengurusunnya ditetapkan melalui Anggaran Desa, 

Pasal 11 

- 5 - 
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